BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,

Menimbang

a.

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa tata cara pencalonan, pemilihan,
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala
Desa merupakan pedoman dalam menentukan Kepala
Desa definitif dan atau menetapkan Penjabat Kepala
Desa sebagai salah satu unsur penting dalam
penyelenggaraaan Pemerintah Desa sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan

disesuaikan;
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c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomorl1l Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomorll
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

Pasal 1
Ketentuan Pasal 27 dala Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 11,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika;

d. Dberpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;

e. Dberusia paling rendah 25 (duapuluh Ilima)
tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa
yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai
dengan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

berbadan sehat;

N 8
.

k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3

(tiga) kali masa jabatan; dan
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L.

-5-

memenuhi kelengkapan persyaratan

pencalonan Kepala Desa.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf 1, meliputi;

a.

surat permohonan atau lamaran ditulis tangan
dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan
diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

surat pernyataan setia dan taat kepada
Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
fotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir
oleh instansi yang berwenang atau Surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan
ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

surat keterangan berbadan sehat dan bebas
Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Pangandaran;

surat keterangan catatan Kkepolisian dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang
menyatakan tidak pernah dihukum penjara
karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

daftar riwayat hidup;
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j.  surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi

Kepala Desa yang dibuat diatas kertas
bermaterai;

k. surat pernyataan tempat tinggal yang
bersangkutan diatas kertas bermaterai;

1. fotokopi kartu tanda penduduk dan Kkartu
keluarga yang masih berlaku dan telah
dilegalisir Camat;

m. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
sebanyak 4 (empat) lembar;

n. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas
kertas bermaterai;

0. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh
biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas
bermaterai;

p- surat pernyataan tidak akan mengundurkan
diri setelah ditetapkan jadi calon Kepala Desa
yang berhak dipilih;

g. surat pernyataan tidak akan melakukan politik
uang diatas kertas bermaterai;

r. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat
oleh bakal calon Kepala Desa; dan

Ss. surat pernyataan bersedia berdomisili atau
bertempat tinggal di wilayah Desa tempat
pemilihan apabila menjadi calon Kepala Desa
terpilih.

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai

kepala Desa harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan

diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta harus mendapat izin tertulis dari

Camat atas nama Bupati.
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(5) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) serta harus mendapat ijin
tertulis dari Camat atas nama Bupati dan
diberhentikan dari keanggotaan melalui penggantian
antar waktu.

(6) Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala
Desa, dapat diangkat kembali oleh Kepala Desa
setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama

Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN,
ttd.

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 6/54,/2022

jdih.dprd.pangandarankab



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

II1.

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa ketentuan
Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang mengharuskan calon Kepala Desa terdaftar sebagai penduduk dan
bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa.

Bahwa untuk menyesuaikan perundang-undangan dan dinamika
kebutuhan perkembangan dalam peraturan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa yang menjadi dasar pembentukan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomorll Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal |
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6
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